
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Llnglrungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air Minum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimak:sud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi 
Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan 
Lingkungan Kabupaten Purworejo Tahun 2011- 
2015; 

b. bahwa dalam rangka mendukung keberlanjutan 
perluasan dan pengarusutamaan program 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna 
terwujudnya peningkatan akses masyarakat miskin 
terhadap air minum dan sanltasi, perlu pemuatan 
kebijakan air minum dan penyehatan linglrungan, 
khususnya yang berbasis masyarakat dalam bentuk 
rencana aksi daerah bidang air minum dan 
penyehatan linglrungan ke dalam Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah; 

Menimbang a. bahwa dalam rangka mendukung mempercepat 
pencapaian target Millennium Development Goals 
(MDGs) khususnya bidang pembangunan air minum 
dan sanitasi, saJah satu upaya yang dilakukan 
adalah melalui perluasan dan pengarusutamaan 
Program Nasional Penyediaan Air Minum dan 
Sanitasi Berbasis Masyarakat; 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4421); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah 
diubah bcbcrapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 
tentang Pengembangan Sistern Penyediaan Air 
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4490); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4815); 

8. lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Program Pembangunan Yang Berkeadilan; 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 
18/Pfrr/M/2007 tentang Penyelenggaraan 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 
14/Prrr/M/2011 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang; 

12. Peraturan Gubcmur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 
2011 tentang Rencana Alesi Daerah Percepatan 
Pencapaian Target Millenium Development Goal's 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2015; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pwworejo Tahun 2008 Nomor 4); 



Dalam Pcraturan ini yang dimaksud dcngan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyclenggara Pemerintahan Daerah, 
3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kcrja Perangkat Dacrah di lingkungan Pcmcrintah 
Kabupatcn Purworejo. 

5. Rcncana Aksi Oacrah Penycdiaan Air Minum dan Penychatan 
Linglrungan yang sclanjutnya disingkat RAD AMPL adalah suatu 
dokumen rencana pengembangan kapasitas dacrah untuk 
perluasan program pelayanan air minum dan pcnychatan 
linglrungan scrta pengadopsian pendekatan air minum dan 
pcnyehatan linglrungan berbasis masyarakat untuk pcriodc 5 (lima) 
tahun. 

6. Air Minum dan Penychatan Linglrungan yang selanjutnya disingkat 
AMPL adalah air yang melalui proses pcngolahan ataupun tanpa 
proses pcngolahan yang mcmenuhi syarat keschatan dan dapat 
langsung diminum serta upaya pcnccgahan tcrjangkitnya dan 
pcnularan pcnyakit mclalui pcnycdiaan sarana sanitasi dasar 
Gamban), pcngclolaan air limbah rumah tangga (tcnnasuk sistcm 
jaringan pcrpipaan air limbah), drainase dan sampah. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB! 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI 
DAERAH PENYEDIAAN AlR MINUM DAN PENYEHATAN 
LINOKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2011- 
2015. 

MEMUfUSKAN: 

14. Peraturan Oacrah Kabupatcn Purworcjo Nomor 14 
Tahun 2008 tcntang Organisasi dan Tata Kcrja 
Perangkat Daerah Kabupatcn Purworcjo (Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Purworcjo Tahun 2008 Nomor 
14); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworcjo Nomor 2 
Tahun 2011 tcntang Rencana Pembangunan Jangka 
Mcncngah Dacrah Kabupaten Purworejo Tahun 
2011-2015 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2011 Nomor 2); 
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7. Program Nasional Pcnyediaan Air Minurn dan Sanitasi berbasis 
Masyarakat yang sclanjutnya discbut PAMSIMAS adalah kcgiatan 
pcnycdiaan air minurn dan sanitasi berbasis rnasyarakat yang 
dibiayai bersama antara Pcmcrintah Indonesia dcngan Bank Dunia 
scbagai upaya pcmcrintah untuk mcningkatkan akses air minurn 
dan sa.nitasi yang layak daJam rangka mcnigkatkan kceejahteraan 
masyarakat miskin di pcdesaan dan pinggiran kota. 

8. Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah yang sclanjutnya 
dis!ngkat RPJMD adalah dokumen pcrencanaan pcmbangunan 
Daerah untuk pcriode lima tahun yang mcrupakan pcnjabaran visi, 
misi, dan program Bupati dengan berpcdoman pada Rencana 
Pcmbangunan Jangka Panjang Dacrah Kabupaten Purworejo, 
mcmpcrhatikan Rcncana Pcmbangunan Jangka Mcnengah Daerah 
Provinsi Jawa Tcngah dan Rencana Pcmbangunan Jangka 
Mcnengah Nasional. 

9. Rencana Kerja Pcmbangunan Dacrah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah dokumcn pcrencanaan dacrah untuk pcriodc satu 
tahun. 

10. Rencana Kerja Satuan Kerja Pcrangkat Dacrah yang selanjutnya 
disebut Renja SKPD adalab dokumcn pcrcncanaan Satuan Kcrja 
Pcrangkat Daerah untuk pcriode satu tahun. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pcmerintahan 
ncgara yang disetujui oleh DewanPcrwakilan Rakyat. 

12. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah yang sclanjutnya discbut 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pcmerintahan daerah 
yang disctujui olch DewanPerwakilan Rakyat Daerah. 

13. Sadan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 
kcsatuan, baik yang mclakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang mcliputi pcrscroan terbatas, pcrseroan 
komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Millk Negara (BUMN) 
atau Badan Usaha Millk Daerab (BUMD) dengan nama dan daJam 
bentuk apapun, firma. kongsi, kopcrasi, dana pcnsiun, 
pcrsekutuan, pcrkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik atau organisasi lainnya, lcmbaga dan bentuk badan 
lainnya tcrmasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 
tetap. 

14. Standar Pclayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM 
adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pclayanan dasar yang 
mcrupakan urusan wajib daerah yang berhak dipcrolch sctiap 
warga secara minimal. 
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RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 dilaksanakan 
dengan cara diintegrasikan dalam RKPD, Renja SKPD, 
program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan/ 
at.au masyarakat. 

BABIIl 

PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2011-2015 

Pasal 5 

RAD AMPL Kabupaten Purworcjo Tahun 2011-2015 disusun 
berdasarkan RPJMD untuk mendukung peroepatan pencapaian Tujuan 
Pembangunan Milenium Tahun 2015 dan target SPM bidang air minum 
dan sanitasi Tahun 2014, mempunyai kedudukan sebagai dokumen 
yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan 
APBD Kabupaten Purworejo sampai dengan Tahun 2015. 

Pasal 4 

RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 berfungsi sebagai: 
a. instrumen kebijakan pengcmbangan pelayanan air minum dan 

sanitasi daerah jangka menengah; 
b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi 

yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan 
kelembagaan; 

c. media intemalisasi program/kegiatan dengan pendekatan 
PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani 
bidang AMPL; 

d. acuan pengalokasian anggaran dalam APBD Kabupaten Purworejo 
bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; 

e, acuan jumlah desa repli.ka.si program PAMSIMAS minimal untuk 
Tahun 2012 clan 2013. 

Pasal 3 

RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 berperan sebagai 
rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan program 
pelayanan air minum clan penyehatan lingkungan serta pengadopsian 
pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Tahun 2011 sampai 
dengan Tahun 2015 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian 
Tujuan Pembangunan Mileruum. 

Pasal 2 

BAB IJ 

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN 
RAD AMPL KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2011-2015 



(2) Evaluasi pclaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir 
tahun pclaksanaan. 

(3) Pemantauan pclaksanaan RAD AMPL yang menjadi tanggungjawab 
SKPD dilaksanak.an olch Kcpala SKPD yang bcrsanglrutan. 

(1) Pemantauan pclaksanakan RAD AMPL dilalrukan minimal 2 (dua) 
kali dalam setahun. 

Pasal 8 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL 
KABUPATEN PURWOREJO 2011-2015 

BABV 

(3) Pendanaan yang bersumber dari pihak kctiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d. dilakukan melalui mek.anismc 
perjanjian kcrjasama. 

(1) Pendanaan RAD AMPL Kabupatcn Purworejo 2011-2015 dapat 
bersumber dari: 
a. APBD Kabupaten Purworejo; 
b. APBD Provinsi Jawa Tengah; 
c. APBN; 
d. pihak kctiga. 

(2) Pihak kctiga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ~ adalah 
orang perorangan atau Sadan. 

PENDANAAN 

Pasal 7 

BABIV 

(1) Pelaksanaan RAD AMPL tahun berkenaan memperhatikan hasil 
pemantauan dan evaluasi pclaksanaan RAD AMPL tahun 
sebelumnya. 

(2) Dalam hal pclaksanaan RAD-AMPL pada tahun berkenaan tcrjadi 
perubahan capaian sasaran tahunan, akan tetapi tidak mengubah 
target pcncapaian sasaran akhir 2015, maka pcrubahan capaian 
sa.saran terscbut dituangkan dalam RKPD dan Renja SKPD tahun 
berkenaan berdasarkan laporan pcmantauan dan evaluasi 
pclaksanaan RAD AMPL tahun sebelumnya. 

Pasal 6 



Dokumen RAD AMPL Kabupaten Purworejo 2011-2015 adalah 
scbagaimana tercantum da1am Lampiran dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

Pasal 11 

DOKUMEN RAD AMPL 

BAB VI 

(3) Masyarakat mempunyai hak atas informasi mengenai hasil tindak 
lanjut dari pendapat dan masukan yang disampaikannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(2) Terhadap hasil pemantauan dan evaluasi scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (8), masyarakat dapat memberikan pendapat 
dan masukan yang disampaikan melalui Kelompok Kerja AMPL 
Kabupaten Purworejo. 

(1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebegaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (8) merupakan informasi yang wajib diketahui 
masyarakat umum dan digunakan scbagai bahan untuk menyusun 
kebijakan AMPL tahun berilrutnya. 

Pasal 9 

(8) Hasil pemantauan dan cvaluasi RAD AMPL Kabupaten Purworejo 
dilaporkan oleh Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Purworejo kepada Bupati. 

(7) Dalam ha! cvaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (6) clitemukan 
adanya kctidakscsuaian/ penyimpangan, Kcpala Sadan 
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo menyampaikan 
rekomendasi perbaikan kepada Kcpala SKPD untuk 
disempurnakan, 

(5) Kcpala SKPD melalui Tim Pelaksana Kelompok Kcrja AMPL 
Kabupaten Purworejo mcnyampaikan basil pemantauan dan 
evaluasi kcpada Bupati c.q. Kepala Sadan Pcrcncanaan 
Pembangunan Dacrah Kabupatcn Purworejo. 

(6) Evaluasi tcrhadap laporan basil pemantauan dan cvaluasi 
scbagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan olch Kepala Sadan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo. 

(4) Dalam hal hasil pcmantauan dan evaluasi menunjukkan adanya 
ketidaksesuaian dan/ atau pcnyimpangan, maka Kepala SKPD 
melakukan perbaikan dan/ atau pcnycmpumaan. 
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Ttd. 

TRI HANDOYO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2012 NOMOR 16 SERI It NOMOR 14 

Ditctapkan di Purworelo 
peda tanggal S Mei 2012 

BUPA11 PURWORF.10, 

Ttd. 

MAHSUN ZAIN 
Diundangkan di Purworcio 
pada tanggal s Mei 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOR£.JO 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

BAB VII 


